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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Lembaga keuangan pada dasarnya menjadi sebuah perantara dimana 

memiliki fungsi dan peran sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang 

memiliki dana berlebih dan penyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan 

atau kekurangan dana agar mewujudkan masyarakat yang adil makmur, dan 

sejahtera (Kasmir, 2003:3). Salah satu lembaga keuangan yang dipercaya berbagai 

kalangan masyarakat untuk menempatkan dan menyimpan dananya dengan aman 

adalah bank (Ismail, 2011:30). 

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (2) tentang Perbankan 

Syariah, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. 

Sebagai institusi yang telah sekian lama berkembang di Indonesia tidak 

hanya bank konvensional, melainkan juga bank syariah telah menjadi mitra 

pemerintah serta masyarakat. Berdirinya bank syariah di Indonesia dipelopori oleh 

Bank Muamalat pada tahun 1992. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 

(7), Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah 

dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sehingga dengan adanya perbankan 

syariah yang berpedoman pada prinsip syariah, segala aspek kehidupan kaum 

muslim akan selalu berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah serta pertumbuhan 

perekonomian akan semakin baik dan kebutuhan seluruh umat muslim dapat 

terpenuhi. 

Bank syariah menyediakan beragam layanan untuk dapat dimanfaatkan 

oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembiayaan syariah adalah salah satu produk 

layanan yang amat sangat diminati masyarakat. Pembiayaan merupakan 

penyediaan uang dengan adanya jangka waktu pengembalian dan disertai dengan 

bagi hasil berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pihak yang bersangkutan 
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yaitu antara bank dan pihak yang diayai tersebut (Kasmir, 2001:92). Pembiayaan 

di perbankan syariah telah tersedia sesuai dengan kebutuhan dan yang terpenting 

masyarakat memiliki kemampuan dalam meminjam dana dan bertanggungjawab 

atas pengembaliannya. Bagi masyarakat yang memiliki barang berharga seperti 

emas dan mereka dalam keadaan terdesak akan kebutuhan, terdapat beberapa 

solusi yang diambil diantaranya menggadaikan barang tersebut untuk 

mendapatkan talangan dana atau menjualnya. Tetapi jika menjualnya, barang 

tersebut tidak dapat diperoleh kembali dan jumlah uang jauh dibawah harga 

barang sehingga hal itu dapat merugikan masyarakat yang menjual barang 

berharganya. 

Dalam hal ini, bank syariah telah menyediakan alternatif yang tepat yaitu 

dengan pembiayaan gadai emas syariah. Istilah gadai syariah dalam Islam adalah 

rahn. Gadai emas syariah ini termasuk jenis pembiayaan paling mudah dan proses 

pencairannya tidak membutuhkan waktu lama serta tanpa adanya risiko bunga. 

Masyarakat dapat melakukan peminjaman dana sesuai dengan perhitungan yang 

dilakukan bank syariah atas emas sebagai jaminan yang digadaikan. Jaminan 

itulah yang disebut rahn. Dimana barang berharga (emas) nasabah yang berhutang 

ditahan sebagai jaminan hingga hutang tersebut dapat dilunasinya. 

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 telah dijelaskan 

bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam 

bentuk rahn diperbolehkan, ketentuan-ketentuan mengenai murtahin (penerima 

barang), marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin, pemeliharaan dan 

penyimpanan marhun, biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun, dan 

penjualan marhun. Fatwa DSN-MUI tersebut, sebagai panduan bagi bank syariah 

dalam melakukan operasional transaksi gadai emas agar tidak ada penyimpangan 

atau ketidaksesuaian antara praktik dengan prinsip syariah. 

Pembiayaan gadai emas syariah adalah fasilitas pinjaman yang diberikan 

lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang juga merupakan produk 

pembiayaan dengan adanya jaminan yaitu emas yang ditempatkan atau disimpan 

dan dalam pemeliharaan dan penguasaan pegadaian syariah dengan dikenakan 

sejumlah biaya sewa atas prinsip Ijarah (Hadi, 2012: 186). Dalam transaksi gadai 

syariah terdapat berbagai macam biaya yang dibebankan kepada nasabah seperti 
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biaya pemeliharaan, biaya asuransi dan lain sebagainya tergantung di bank mana 

nasabah tersebut melakukan transaksi gadai. Firman Allah SWT dalam surat Al-

Baqarah ayat 283: 

قْبوُضَةٌ ۖ فَإنِْ أمَِنَ بعَْضُكُم بعَْضًا فلَْيؤَُد ِ ٱلَّ ذِى ٱؤْتمُِنَ   نٌ مَّ وَإِن كُنتمُْ عَلَىٰ سَفرٍَ وَلَمْ تجَِدوُا۟ كَاتِبًا فرَِهَٰ

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ عَلِيمٌ  دةََ ۚ وَمَن يكَْتمُْهَا فَإنَِّهُٓۥ ءَاثِمٌ قلَْبهُُۥ ۗ وَٱللََّّ َ رَبَّهُۥ ۗ وَلَ  تكَْتمُُوا۟ ٱلشَّهَٰ نَتهَُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللََّّ  أمََٰ

Wa ing kuntum 'alaa safariw wa lam tajidụ kaatiban fa rihaanum maqbụḍah, fa in 

amina ba'ḍukum ba'ḍan falyu`addillażi`tumina amaanatahụ walyattaqillaaha 

rabbah, wa laa taktumusy-syahaadah, wa may yaktum-haa fa innahuu aaṡimung 

qalbuh, wallaahu bimaa ta'malụna 'aliim 

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara 

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang peneliti, maka hendaklah 

ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi 

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 

menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang 

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 

hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 

 

Sebuah ayat diatas menyampaikan bahwa rahn diperbolehkan dalam 

Islam, tetapi tetap menerapkan prinsip kehati-hatian terutama pada saat jatuh 

tempo pelunasan, dimana pihak yang berhutang memiliki kewajiban 

mengembalikannya saat jatuh tempo yang telah ditentukan. Disamping itu, dalam 

transaksi hutang hendaknya terdapat barang sebagai jaminan yang dapat dibawa 

oleh orang yang memberi pinjaman sampai hutang tersebut dapat dilunasi, tetapi 

jika kedua pihak saling mempercayai dan ada saksi didalamnya maka jaminan 

tidak diperlukan. 

 Perbankan syariah menerapkan gadai dengan adanya barang yang harus 

dipegang oleh pihak bank sebagai jaminan karena tidak sedikit jumlah dana yang 

dipinjam oleh nasabah dan tidak sedikit jumlah nasabah yang mengajukan 

pinjaman. Tidak dapat dipungkiri jika terdapat nasabah yang tidak amanah dan 

tidak melunasi sampai jatuh tempo. Maka dari itu, jaminan sangat diperlukan 

dalam transaksi gadai ataupun hutang piutang lainnya agar dapat dijual kembali 

dan uangnya digunakan untuk melunasi. Perbankan syariah yang saat ini telah 

menerapkan produk rahn salah satunya adalah Bank Mitra Syariah. 

Bank Mitra Syariah adalah salah satu bank syariah yang pertumbuhannya 
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begitu pesat hingga kantor cabang yang dimiliki terdapat di beberapa wilayah di 

Jawa Timur. Berdirinya Bank Mitra Syariah yang berpusat di Gresik ini dalam 

bentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT) yang bernama PT. BPR Syariah 

Mandiri Mitra Sukses. Rahn Emas adalah nama produk layanan gadai emas 

syariah pada Bank Mitra Syariah. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus 

selaku Kepala Rahn Emas Bank Mitra Syariah Gresik pada tanggal 1 Februari 

2021, gadai emas syariah di Bank Mitra Syariah merupakan produk berupa 

pinjaman atau talangan dana yang disediakan bank untuk nasabah dengan agunan 

berupa emas (rahn) yang menggunakan akad qardh (akad pinjaman yang wajib 

dikembalikan nasabah kepada bank sesuai kesepakatan) serta akad ijarah sebagai 

pengikatan jasa penyimpanan emas dengan adanya ujrah (upah) atas penyimpanan 

emas yang digadaikan tersebut. 

Bapak Agus juga mengungkapkan bahwa sistem gadai emas di Bank 

Mitra Syariah termasuk pembiayaan paling mudah dan proses untuk mendapatkan 

pinjaman dana tidak membutuhkan waktu yang lama. Disamping kemudahan 

yang diberikan tersebut, terdapat hal yang perlu ditelaah lebih dalam mengenai 

praktiknya, dimana Bank Mitra Syariah tidak mempermasalahkan jika nasabah 

menggadaikan emas tanpa adanya sertifikat kepemilikan. Hal ini sangat mudah 

dimanfaatkan nasabah untuk mendapatkan uang tunai hanya dengan menyerahkan 

emas tanpa adanya bukti kepemilikan. Sertifikat kepemilikan sangatlah penting 

sebagai bukti bahwa terdapat hak milik atas emas tersebut, tetapi jika tidak 

terdapat sertifikat kepemilikan bagaimana pihak bank mengetahui kepemilikannya 

karena bisa saja emas tersebut adalah barang curian atau bahkan milik orang lain 

yang belum menyetujui jika emas tersebut digadaikan, maka tidak terdapat 

kejelasan identitas pemilik dari emas tersebut. Hal ini tidak selaras dengan syarat 

marhun dalam gadai syariah, seperti yang ditentukan oleh ulama Hanafiah 

(Mubarok dan Hasanudin, 2017:225), dimana barang jaminan harus mamluk yaitu 

harus milik pihak yang berhutang atau milik pihak lain atas izin dari pemiliknya. 

 Penerapan praktik gadai seperti itu akan mendatangkan risiko besar 

untuk pihak bank seperti resiko hukum sebagai penadahan barang curian yang 

disebutkan dalam pasal 480 KUHP, selain itu juga akan menghancurkan reputasi 

bank syariah, jika diketahui bahwa emas tersebut merupakan barang curian atau 
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milik pihak ke-3 yang digadaikan oleh si penggadai tanpa 

sepengetahuan/persetujuan pihak ke-3 tersebut. Sedangkan dalam Islam, menurut 

Syafe’i (2001:16), syarat barang yang digadaikan harus jelas dan milik rahin 

(pemilik barang). Sistem gadai syariah memang terdapat prinsip tolong-menolong, 

tetapi syarat yang telah ditetapkan menurut syariat Islam juga harus dijalankan. 

Dari uraian diatas, peneliti sangat tertarik untuk dilakukannya penelitian 

dan mengkaji lebih dalam dari masalah gadai yang terdapat di Bank Mitra Syariah  

dengan judul “Penerapan Gadai Emas Syariah Tanpa Sertifikat Kepemilikan 

Ditinjau dari Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Bank Mitra Syariah 

Gresik)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan gadai emas syariah tanpa sertifikat kepemilikan di 

Bank Mitra Syariah Gresik? 

2. Bagaimana prespektif hukum Islam terhadap gadai emas syariah tanpa 

sertifikat kepemilikan di Bank Mitra Syariah Gresik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai 

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan penerapan gadai emas syariah tanpa sertifikat 

kepemilikan di Bank Mitra Syariah Gresik. 

2. Untuk mendeskripsikan prespektif hukum Islam terhadap gadai emas 

syariah tanpa sertifikat kepemilikan di Bank Mitra Syariah Gresik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi peneliti 

a. Memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan program S1 di 

Universitas Internasional Semen Indonesia. 
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b. Sebagai wawasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

intelektual serta menstimulus peneliti untuk terus belajar mengenai 

ketentuan gadai emas syariah tanpa sertifikat kepemilikan jika 

diterapkan pada praktik gadai emas syariah. 

c. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa untuk 

mengkaji lebih dalam suatu permasalahan. 

2. Bank Mitra Syariah Gresik 

a. Sebagai rujukan dan bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan 

penerapan praktik gadai emas tanpa sertifikat kepemilikan. 

b. Sebagai bahan masukan dalam merperbaiki ketidaksesuaian sehingga 

dapat mengalami peningkatan di masa mendatang untuk mencapai 

kemaslahatan bersama. 

3. Bagi Universitas Internasional Semen Indonesia,  

a. Sebagai kontribusi inspirasi lanjutan untuk mengembangkan dan 

memperluas informasi industri perbankan syariah khususnya berkaitan 

dengan penerapan gadai emas syariah di bank syariah. 

b. Sebagai referensi bagi mahasiswa Universitas Internasional Semen 

Indonesia untuk menambah wawasan mengenai penerapan sistem 

gadai emas tanpa sertifikat kepemilikan yang ditinjau dari hukum 

Islam di Bank Mitra Syariah Gresik. 

4. Masyarakat, sebagai referensi bacaan sehingga masyarakat dapat 

memperoleh wawasan pengetahuan lebih tentang penerapan gadai emas 

yang sesuai dengan ketentuan syariah/hukum Islam. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Agar penelitian ini lebih fokus dan mendapatkan hasil yang mendalam 

serta keterbatasan peneliti mengenai pengetahuan dan waktu, kiranya terdapat 

pembatasan masalah. Maka peneliti hanya membahas terkait: 

1. Penerapan gadai emas syariah tanpa sertifikat kepemilikan di Bank Mitra 

Syariah Gresik. 

2. Prespektif hukum Islam terhadap gadai emas syariah tanpa sertifikat 

kepemilikan di Bank Mitra Syariah Gresik. 


